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INGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam 

perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei 

Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. 

Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik. Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini 

adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai 

pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan, mendorong 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, dan mendorong penyelenggara 

pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

Hasil rata-rata SKM Pemerintah Kota Pontianak 

Tahun 2022 adalah 88.687 atau dalam kategori 

“Sangat Baik”.  

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri. Dari hasil 

survei yang didapat kemudian ditindaklanjuti oleh 

Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan 

terhadap unsur penilaian yang masih dianggap 

rendah oleh masyarakat.  

Sebagai bagian perbaikan kinerja Pemerintah Kota 

Pontianak, maka upaya-upaya peningkatan 

pelayanan publik terus dilakukan, serta dapat 

digunakan untuk mengukur secara berkala 

penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan  

oleh  unit  pelayanan  publik serta sebagai  bahan 

penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah 

perbaikan pelayanan. 
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LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

TAHUN 2022 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan 

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan 

masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana 

kualitas pelayanan Pemerintah Kota Pontianak, maka perlu diselenggarakan 

survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan 

publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum 

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 

hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat 

penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan 

publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan 

terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan 

tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. 
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1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan 

Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, 

terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Pontianak. 

 Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan.  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik.   

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik.  

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

 

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan;  
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6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan.  
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BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP 

 

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/47/PP.00.01/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan SKM Tahun 

2021 dan 2022, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan surat Sekretaris 

Daerah Kota Pontianak Nomor 061/729/Org.B perihal Penyampaian Laporan 

SKM Semester II Tahun 2022 kepada Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak. 

Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada beberapa 

unit kerja khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta 

mengingatkan seluruh unit kerja terkait batas waktu pelaporan SKM.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, 

sebanyak 31 Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya. 
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP 

 

No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

1 Sekretariat Daerah 98,386 A 

(Sangat 

Baik) 

47 Online 1. Sarana dan 

prasarana 

2. Waktu 

penyelesaian 

3. Penanganan 

pengaduan, 

saran dan 

masukan 

Sarana dan Prasarana : 

• Menambah/Mengganti  Sarana dan 

Prasana yang ada 

Waktu penyelesaian : 

• Peningkatan Pelayanan “online” 

• Membuat loket Pelayanan 

Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan : 

• Penyelesaian Pengaduan secara cepat 

 

2 Sekretariat DPRD 91,72 A 

(Sangat 

Baik) 

75 Online 1. Prosedur 

pelayanan 

2. Kompetensi 

Petugas 

3. Kesesuaian 

persyaratan 

Prosedur pelayanan : 

• Melaksanakan review Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sesuai 

kebutuhan dan bidang tugas 

Kompetensi petugas : 

• Mengikutsertakan pegawai pada 

kegiatan bimbingan teknis dan studi 

komparasi sesuai bidang tugas masing-

masing 

• Penyusunan Analisis Beban Kerja, 

Analisis Jabatan dan Peta Jabatan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Kesesuaian persyaratan : 

• Sosialisasi kepada 

masyarakat/pengguna layanan terkait 

persyaratan pelayanan 

3 Inspektorat 86,35 B (Baik) 262 Manual 1. Sarana dan 

prasarana 

Sarana dan prasarana : 

• Melakukan perbaikan dan peningkatan 

sarana dan prasarana kantor 

4 Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

90,27 A 

(Sangat 

Baik) 

32 Online 1. Waktu pelayanan 

2. Layanan 

pengaduan 

3. Perilaku petugas 

Waktu pelayanan : 

• Peningkatan sosialisasi Website 

BAPPEDA Kota Pontianak 

Layanan pengaduan : 

• Monitoring dan evaluasi terhadap 

pelayanan pengaduan pada Website 

Perilaku petugas : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

5 Badan Keuangan 

Daerah 

80,21 B (Baik) 150 Manual 1. Waktu 

penyelesaian 

2. Produk spesifikasi 

jenis pelayanan 

3. Penanganan 

pengaduan 

Waktu penyelesaian : 

•  

Produk spesifikasi jenis pelayanan : 

•  

Penanganan pengaduan : 

•  



7 | L a p o r a n  S u r v e y  K e p u a s a n  M a s y a r a k a t  T a h u n  2 0 2 2  
 
 

No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

6 Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

86,54 B (Baik) 191 Manual 

dan 

Online 

1. Waktu 

Penyelesaian 

2. Penanganan 

Pengaduan 

Waktu penyelesaian : 

• Koordinasi Proses Usulan Kenaikan 

Pangkat Pegawai 

Penanganan pengaduan : 

• Melakukan Evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pengaduan  

7 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

82,27 B (Baik) 97 Manual 1. Kecepatan 

pelayanan 

2. Kesesuaian jenis 

pelayanan 

3. Kualitas sarana 

dan prasarana 

Kecepatan pelayanan : 

• Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu 

(on time) 

Kesesuaian jenis pelayanan : 

• Meningkatkan kualitas pelatihan baik 

dari segi pelaksanaan, materi maupun 

narasumber/instruktur 

Kualitas sarana dan prasarana : 

• Meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas sarana dan prasarana dalam 

penanggulangan bencana sebagai alat 

penunjang pelatihan mitigasi bencana. 

8 Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

92,109 A 

(Sangat 

Baik) 

70 Online 1. Pengaduan 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Perilaku petugas 

Pengaduan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pengaduan yang datang 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• Simplifikasi proses bisnis 

Perilaku petugas : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

9 Satuan Polisi 

Pamong Praja 

90,89 A 

(Sangat 

Baik) 

40 Online 1. Persyaratan 

Pelayanan 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Penanganan 

Pengaduan 

 

Persyaratan pelayanan : 

• Peningkatan sosialisasi persyaratan 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

• Simplifikasi proses bisnis 

Penanganan Pengaduan : 

Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

10 Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

86,62 

(Triwulan 

III) 

B (Baik) 205 Manual 

dan 

Online 

1. Waktu 
Penyelesaian 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
prosedur 

3. Persyaratan 
4. Produk 

Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 

5. Sarana dan 
Prasarana 

Waktu Penyelesaian : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 
prosedur pelayanan PBG  

   
Sistem, Mekanisme dan prosedur : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 
prosedur pelayanan  

AK.I 
 
Persyaratan : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

6. Kompetensi 
Pelaksana 

7. Perilaku 
Pelaksana 

8. Penanganan 
Pengaduan, 
Saran, dan 
Masukan 

9. Biaya / Tarif 
Pelayanan 
 

evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan    

 
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan 

 
Sarana dan Prasarana : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan    

• Penambahan ruang konsultasi 
 
Kompetensi Pelaksana : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan   

 
Perilaku Pelaksana : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan  
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Penanganan Pengaduan, Saran, dan 
Masukan : 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan  

 
Biaya / Tarif Pelayanan 

• Monitoring dan evaluasi secara 
berkala, dengan melalukan rapat 
evaluasi pelayanan perizinan dan 
nonperizinan    

 

11 Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

89,58 

(Triwulan 

IV) 

A 

(Sangat 

Baik) 

379 Manual 

dan 

Online 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan 

Persyaratan : 

• Persyaratan sudah sesuai dengan 

Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 

470/13287/Dukcapil Tanggal 28 

September 2021 tentang Jenis 

Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan 

Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

• Petugas pelayanan membantu 

memberikan informasi tentang 

kelengkapan persyaratan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Prosedur : 

• Melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap implementasi 

penyederhanaan prosedur pelayanan, 

SOP dan Standar Pelayanan 

Waktu pelayanan : 

• Memberikan bimbingan teknis dan 

pembinaan kepada petugas Front 

Office dan operator terkait service 

excellent 

12 Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

87,80 B (Baik) 100 Manual 1. Kompetensi 

Pelaksana 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 

Prosedur 

3. Perilaku 

Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana : 

• Memberi pelatihan mengenai Public 

Service terhadap pelaksana 

Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 

• Melakukan  monitoring dan evaluasi 

terhadap Pelaksana pelayanan 

Perilaku Pelaksana : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

13 Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

87,75 B (Baik) 144 Manual 

dan 

Online  

1. Waktu pelayanan Waktu pelayanan : 

• Melakukan percepatan terhadap 

proses pelayanan baik di jenis layanan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Penanganan 

pengaduan 

saran dan 

masukan 

 

pengaduan, layanan informasi, 

layanan data dan lainnya 

Prosedur pelayanan : 

• Permudah prosedur pelayanan 

Penanganan pengaduan saran dan 

masukan : 

• Melakukan peningkatan terhadap 

layanan pengaduan 

14 Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

95,4 A 

(Sangat 

Baik) 

66 Online 1. Waktu 

pelayanan 

2. Penanganan 

pengaduan 

saran dan 

masukan 

3. Perilaku 

pelaksana 

4. Prosedur 

pelayanan 

 

Waktu pelayanan : 

• Peningkatan sosialisasi registrasi 

“online” 

• Penyediaan drive true bagi pelayanan 

langsung 

Penanganan pengaduan saran dan 

masukan : 

• Penyediaan sarana pengaduan online 

Perilaku pelaksana : 

• Melakukan pengawasan melekat 

kepada petugas 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• Memberikan pelatihan khusus kepada 

SDM mendukung pelayanan (service 

excellent) 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

• Simplifikasi proses bisnis 

15 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

85,23 B 

(Baik) 

500 Online 1. Waktu 

penyelesaian 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Produk 

pelayanan 

 

Waktu penyelesaian : 

• Peningkatan kompetensi petugas 

layanan yang harus bekerja dengan 

kualitas layanan yang maksimal 

• Memastikan bahwa petugas 

menyelesaikan pembuatan dokumen 

sesuai dengan waktu yang ditentukan 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

• Simplifikasi proses bisnis 

Produk pelayanan : 

• Melakukan sosialisasi produk dan jenis 

pelayanan yang ada di Dinas 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Pontianak 

16 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

88,88 A 

(Sangat 

Baik) 

44 Manual 

dan 

Online 

1. Persyaratan 

2. Waktu 

penyelesaian 

3. Sarana dan 

Prasarana 

 

Persyaratan : 

• Menginformasikan terkait syarat yang 

harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu layanan pada website atau 

media sosial dinas 

Waktu penyelesaian : 

• Meningkatkan kualitas perangkat 

pendukung guna peningkatan 

kecepatan administrasi  

Sarana dan Prasarana : 

• Berupaya Mengoptimalkan jumlah 

sarana dan prasarana yang ada 

 

17 Dinas Sosial 86,04 B (Baik) 300 Manual 

dan 

Online 

1. Waktu 

penyelesaian 

2. Perilaku petugas 

 

Waktu penyelesaian : 

• Peningkatan sosialisasi registrasi 

“online” 

• Penambahan loket pelayanan 

Perilaku petugas : 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent Simplifikasi proses 

bisnis 

18 Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

89,44 A 

(Sangat 

Baik) 

327 Online 1. Waktu 

penyelesaian 

2. Sarana dan 

prasarana 

3. Sistem, 

Mekanisme dan 

Prosedur 

 

Waktu penyelesaian : 

• Melakukan evaluasi terhadap standar 

prosedur operasional dan standar 

pelayanan  

• Penambahan loket pelayanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Menambah perangkat komputer 

khusus registrasi anggota 

perpustakaan 

• Menyediakan fasilitas ruang 

rapat/diskusi 

• Penambahan perangkat komputer 

 

 

Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 

• Melakukan evaluasi terhadap standar 

prosedur operasional dan standar 

pelayanan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• Menyediakan layanan perpustakaan 

digital (PerpuskitE) sebagai solusi 

penambahan bahan pustaka dan 

pilihan pemustaka untuk dapat 

membaca koleksi perpustakaan 

dimana dan kapan saja 

  

19 Dinas Lingkungan 

Hidup 

87,27 B (Baik) 15 Online 1. Sarana dan 

prasarana 

2. Penanganan 

pengaduan 

3. Prosedur 

pelayanan 

4. Waktu 

penyelesaian 

Sarana dan prasarana : 

• Peningkatan sarana dan prasarana 

Penanganan pengaduan : 

• Melakukan Rapat Evaluasi 

• Memberikan pelatihan khusus bagi 

Sumber Daya Manusia yang menjadi 

bagian penanganan pengaduan 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

Waktu penyelesaian : 

• Peningkatan sosialisasi registrasi 

“online” 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

20 Dinas Pangan 

Pertanian dan 

Perikanan 

94,90 A 

(Sangat 

Baik) 

103 Manual 

dan 

Online 

1. Biaya/tarif 

pelayanan 

2. Waktu pelayanan 

3. Persyaratan 

pelayanan 

 

Biaya/tarif pelayanan : 

• Tarif pelayanan ditempel ditempat yang 

mudah dilihat oleh pengguna layanan 

Waktu Pelayanan : 

• Durasi waktu pelayanan sudah baik, 

tinggal dioptimalkan dan dipertahankan 

Persyaratan pelayanan : 

• Sudah baik, tinggal dioptimalkan dan 

dipertahankan 

21 Dinas Perhubungan 88,001 B (Baik) 250 Manual 

dan 

Online 

1. Biaya/tarif 

2. Sarana dan 

Prasarana 

3. Persyaratan 

 

Biaya/tarif : 

• Sosialisasi besaran tarif atau biaya 

yang berlaku  

Sarana dan Prasarana : 

• Pemeliharaan sarana dan prasarana 

 

Persyaratan : 

• Evaluasi terhadap persyaratan 

pelayanan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

22 Dinas Kesehatan 84,11 B (Baik) 5200 Manual 

dan 

Online 

1. Sarana dan 

prasarana 

2. Waktu 

penyelesaian 

3. Sistem, 

mekanisme dan 

prosedur 

Sarana dan prasarana : 

• Melakukan inventarisir gedung/ 

bangunan Puskesmas yang 

memerlukan pemeliharaan/ renovasi 

ataupun perluasan 

• Menentukan skala prioritas  

gedung/bangunan Puskesmas yang 

harus segera di 

renovasi/perbaiki/perluasan 

• Menyusun perencanaan dan usulan 

anggaran renovasi/perbaikan/ 

perluasan gedung/bangunan 

Puskesmas 

• Melakukan perbaikan sarana dan 

prasarana, penambahan kursi ruang 

tunggu, kipas angina dan memasang 

tanda/arah ruang pelayanan 

Waktu penyelesaian : 

• Mengoptimalkan mesin antrian pasien 

• Meningkatkan fungsi perangkat 

computer dan jaringan internet agar 

lebih cepat dalam mengentry 

pendaftaran 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• Menambah petugas pelayanan yang 

diperbantukan di loket pendaftaran 

pada saat ramai kunjungan 

• Meningkatkan kepatuhan petugas 

terhadap jam kerja/jam pelayanan 

• Monitoring dan evaluasi pelayanan 

Sistem, mekanisme dan prosedur : 

• Sosialisasi Standar Pelayanan melalui 

papan pengumuman, lembar balik di 

setiap ruangan, informasi pada layar 

TV, website dan media sosial 

23 Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan 

Pariwisata 

84,659 B (Baik) 200 Manual 

dan 

Online 

1. Waktu 

penyelesaian 

2. Persyaratan 

pelayanan 

3. Kualitas sarana 

dan prasarana 

 

Waktu penyelesaian : 

• akan dilakukan evaluasi tentang besaran 

tarif atau biaya yang berlaku saat ini 

Persyaratan pelayanan : 

• akan dilakukan pemeliharaan dan 

peningkatan, agar tetap terjaga 

fungsinya dalam rangka melakukan 

pelayanan terhadap masyarakat 

Kualitas sarana dan prasarana : 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

• akan dilakukan evaluasi agar lebih 

efesien dan efektif serta tidak 

menyulitkan atau memberatkan dalam 

pemberian layanan terhadap 

masyarakat 

24 Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro, dan 

Perdagangan 

87,93 B (Baik) 88 Online 1. Waktu 

penyelesaian 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Perilaku petugas 

Waktu penyelesaian : 

• Peningkatan sosialisasi registrasi “online” 

• Penambahan loket layanan 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

• Simplifikasi proses bisnis 

Perilaku petugas : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

25 Dinas Tenaga Kerja 87 B (Baik) 70 Manual 1. Prosedur 

2. Persyaratan 

3. Ketepatan waktu 

4. Sarana dan 

Prasarana 

Prosedur : 

• Melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Mengevaluasi persyaratan kedepannya 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Prosedur : 

• Memonitoring penyelesaian layanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Menambah sarana dan prasarana 

26 Kecamatan 

Pontianak Barat 

87,69 B (Baik) 70 Manual 

dan 

Online 

1. Waktu 

2. Sarana dan 

Prasarana 

3. Prosedur 

Waktu : 

• Pembinaan dan pengawasan kepada 

petugas dan evaluasi terukur 

Sarana dan Prasarana : 

• Perbaikan dari sarana dan prasarana 

yang sudah ada, penggantian yang 

sudah rusak, dan pengadaan untuk 

mengoptimalkan kinerja 

Prosedur : 

• Sosialisasi melalui sosial media dan 

infografis di Bagian Pelayanan 

Kecamatan Pontianak Barat 

27 Kecamatan 

Pontianak Kota 

90,01 A 

(Sangat 

Baik) 

80 Manual 1. Sarana dan 

Prasarana 

2. Produk layanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas Loket Pelayanan 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

3. Kompetensi 

Petugas  

• Penambahan Meja dan kursi ruang 

tunggu loket layanan 

Produk layanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap produk layanan agar tetap 

sesuai SOP yang berlaku 

• Simplifikasi proses bisnis 

Prosedur : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

28 Kecamatan 

Pontianak Selatan 

86,295 B (Baik) 100 Manual 1. Sarana dan 

Prasarana 

2. Waktu pelayanan 

3. Produk spesifikasi 

jenis pelayanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Peningkatan sosialisasi Pelayanan Online 

• Penambahan Pegawai Loket 

Pelayanan  

Waktu pelayanan : 

• Memberikan persyaratan  Sesuai SOP  

Produk spesifikasi jenis pelayanan : 

Kurangnya Sarana dan 

 Prasarana 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

29 Kecamatan 

Pontianak Tenggara 

92,10 A 

(Sangat 

Baik) 

100 Manual 1. Kecepatan 

pelayanan 

2. Kesesuaian produk 

3. Sarana dan 

Prasarana 

Kecepatan pelayanan : 

• Meningkatkan kemampuan pegawai 

kecamatan tentang peraturan 

persyaratan dan prosedur pelayanan 

yang telah ditentukan agar memberikan 

pelayanan dengan lebih cepat, tepat dan 

efisien 

• Mengajukan usulan penambahan PNS 

ke Walikota Pontianak melalui BKPSDM 

Kota Pontianak 

• Mengikutsertakan sosialisasi (bimtek) 

kepada ASN 

• Menyarankan pegawai untuk 

mengikuti/melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi / akademik dll 

• Melakukan coaching dan mentoring 

Kesesuaian Produk  : 

• Kecamatan akan meningkatkan informasi 

mengenai standar pelayanan kecamatan 

• Membagikan leaflet standar pelayanan 

dan menginformasikan secara verbal 

untuk perkiraan lama waktu pembuatan 

surat 
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Sarana dan Prasarana : 

• Meningkatkan kualitas kenyamanan 

ruang tunggu pelayanan 

• Meningkatkan informasi mengenai 

persyaratan pelayanan Kecamatan baik 

dalam bentuk media brosur, papan 

pengumuman, banner dan juga 

komunikasi yang baik dengan 

responden sehingga responden paham 

akan syarat-syarat pelayanan 

• Memenuhi sarana dan prasarana 

pendukung pelayanan lainnya 

 

30 Kecamatan 

Pontianak Utara 

87,82 B (Baik) 169 Manual 1. Waktu pelayanan 

2. Prosedur 

pelayanan 

3. Perilaku petugas 

Waktu pelayanan : 

• Peningkatan sosialisasi registrasi 

“online” 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan  
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No OPD/ Unit 

Pelayanan Publik 

Nilai 

IKM 

Kategori Jumlah 

responden 

Metode 

SKM 

Unsur Prioritas 

Perbaikan 

Rencana Tindak Lanjut 

Perilaku petugas : 

• Memberikan pelatihan khusus terkait 

service excellent 

31 Kecamatan 

Pontianak Timur 

93,601 A 

(Sangat 

Baik) 

100 Manual 1. Waktu pelayanan 

2. Persyaratan 

pelayanan 

3. Prosedur 

pelayanan 

Waktu pelayanan : 

• Penambahan Petugas Loket Pelayanan 

Sarana dan Prasarana : 

• Pembuatan Flyer/Brosur sebagai sarana 

Informasi terkait persyaratan pelayanan 

Prosedur pelayanan : 

• Lakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap prosedur pelayanan 
 

 Rata-rata 88,687 Sangat 

Baik 
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Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat melalui 

grafik berikut :  

 

Berdasarkan tabel di atas,dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 

dari tahun 2019 hingga 2022 di lingkup Pemerintah Kota Pontianak. .

87,4

87,6

87,8

88

88,2

88,4

88,6

88,8

2019 2020 2021 2022

Nilai SKM Pemerintah Kota Pontianak 
Tahun 2019 - 2022
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BAB IV. KESIMPULAN 

 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama 

satu periode mulai Juli hingga November 2022, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Pontianak, 

secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai 

SKM rata-rata yaitu 88,687. Nilai SKM di lingkup Pemerintah Kota Pontianak 

menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik dari tahun 2019 hingga 2022. 

2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, 

sebanyak 31 Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya.  

3. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah 

terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas 

perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan 

pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar 

kepuasan masyarakat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

Hasil olah data dan rencana tindak lanjut SKM setiap UPP 

 

1. Sekretariat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sekretariat DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Inspektorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Badan Keuangan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Satuan Polisi Pamong Praja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



17. Dinas Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN KUISONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

UNIT PELAYANAN         : Pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Sosial Kota Pontianak

ALAMAT                              : Jl.Gusti Sulung Lelanang No 1B Pontianak

Tlp/Fax. : (0561) 732634 - 733787

SNilai

/Unsur 

NRR /

Unsur 

NRR *)

tertbg/

unsur 3,44

**)

86,04

Keterangan  :

- U1 s.d. U8 =  Unsur-Unsur pelayanan

- NRR             =  Nilai rata-rata

- IKM              =  Indeks Kepuasan Masyarakat

- *) =  Jumlah NRR IKM tertimbang

-**) =  Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per Unsur =  Jumlah nilai per unsur dibagi 

    Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang  =  NRR per unsur x 0,11

per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25

C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50

D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

No. NILAI RATA-RATA

U1 3,080

U2 3,510

U3 3,107

U4 4,000

U5 3,290

U6 3,320

U7 3,417

U8 3,563

U9 4,000

1025 1069

3,563 4,000

DAN PER UNSUR PELAYANAN

NILAI UNSUR PELAYANAN

924 1053 932 1200 987 996

0,362 0,365

1200

3,080 3,510 3,107 4,000 3,290 3,320 3,417

0,376 0,392 0,440

IKM Unit pelayanan

IKM UNIT PELAYANAN : 86,0

0,339 0,386 0,342 0,440

Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksana

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Sarana dan prasarana

UNSUR PELAYANAN

Persyaratan pelayanan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan

Waktu Pelayanan

Biaya /tarif

Produk, spesifikasi jenis pelayanan



18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Dinas Lingkungan Hidup 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Dinas Perhubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



22. Dinas Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Dinas Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Kecamatan Pontianak Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Kecamatan Pontianak Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Kecamatan Pontianak Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Kecamatan Pontianak Tenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Kecamatan Pontianak Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Kecamatan Pontianak Timur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


